
BUPATI PINRANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR $' TAHUN tot,;. 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN PINRANG 
NOMOR 38 TAHUN 2022 TENT ANG RENCANA AKSI DAERAH 

PENGEMBANGAN KABUPATEN I..AYAK ANAK KABUPATEN PINRANG 
TAHUN 2022 - 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PINRANG, 

Menimbeng 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak ana.k apr 
terlindungi dan dapat berkembang 9eCllnl optimal di 
Ka.bupaten Pinrang telah ditetapkan Pcraturan Bupati 
Pinrang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi 
Daerah Pengcmbangan Kabupaten L.ayak Anak 
Kabupaten Pinrang Tahun 2022- 2024; 

b. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap 
ketentuan dalam Pcraturan Menteri Pembeniayaan 
Pcrempuan dan Pcrlindungan Ana.k Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan 
Kabupaten La.yak Anak , maka Pcraturan Bupatl 
sebagairnana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau 
kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimakaud pada huruf a dan huruf b, perlu mcnctapkan 
Peraturan Bupati tentang Pcrubahan at.as Peraturan 
Bupati Kabupaten Pinrang Nomor 38 Tahun 2022 
tentang Rcncana Aksi Daerah Pcngembangan Kabupaten 
Layak Anak Kabupaten Pinrang Tahun 2022 - 2024; 

l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daer-ah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tarnbehan Lemberan Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negarat Rcpublik Indonesia Nomor 3886); 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
lndoneeia Te.bun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4235) aebagaimana 
telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5606); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Naeional (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Pcrubahan Kedua Atae Undang - Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
- Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801 ); 

S. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), aebagaimana 
t.e\ah diubah beberapa kali terakhlr dengan Undang· 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 I 
Nomor 961; 1 

ten tang 
Republik 



Menetapkan 

9 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2029 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2009 
Nomor I), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daemh Kabupaten Pinrang Nomor 3 tahun 2018 tentang 
Pcru.bahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 
I tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang Tahun 
2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 
2018 Nomor 3); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pmrang Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2019-2024 (Lembaran Daerah Ka bu paten Pinrang Tahun 
2021 Nomor \); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 4); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 
Nomor 6); 

MEMUlUSKAN : 

PERAlURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERAlURAN BUPATI KABUPATEN PINRANG NOMOR 38 
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA A.KS! DAERAH 
PENGEMBANGAN KABUPATEN 1.AYAK ANAK KABUPATEN 
PINRANO TAHUN 2022 - 2024 

Pa,ali 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Hornor 
38 Tahun 2022 tentang Rencana Alu1i Daerah Pengembangan 
Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pinrang Tahun 
2022 - 2024 ( Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 
Nomor 38), diubah sehingga berbunyi sebqai berikut: 

1. diantara angka 3 dan angka 4, disisipkan satu angka yakni 
\ 3a sehingga PasaJ I berbunyi sebagai ben'l<ut: 



Pasa.1 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan : 
I. Dacra.h adalah Kabupatcn Pinrang. 
2. Pemcrintah Dacra.h adalah Bupati scbaga.J. unsur 

pcnyclcnggara Pemcrintahan Dacra.h yang mcmimpin 
pclaksanaan urusan pcmerintahan yang mcnjadi 
kewenangan dacra.h otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pinrang. 
Ja. Sckretans Dacrah Sckretaris Daerah adalah Sckretaris 

Daerah Kabupatcn Pinrang. 
4. Perangkat Daerah adalah adalah unsur pcmbantu 

Kepa]a Dacrah dan Dewan Perwakilan Dacrah dalam 
pcnyelcnggaraan urusan Pemerintahan yang mejadi 
kewenangen Daerah. 

5. Anak adalah acseorang yang bclum bcrusia 18 
(dclapan bclasj tahun, tcrmasuk anak yang masih 
dalam kandungan. 

6. Hale anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang 
wajib dijamin, drlindungi, dan dipcnuhi olch orang tua, 
kcluarga, masyarakat, pcmerintah, dan ncgara. 

7. Pcrlindungan Anak adalah scgala kcgiatan untuk 
menjamin dan melindungi Anak dan hak·haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, bcrkembang, dan bcrpartisipasi 
sccara optimal eeeuai dcngan harkat dan martabat 
kcmanusiaan. eerte mcndapat pcrlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi 

8. Kabupaten Layak Anak yang aelanjutnya disingkat KLA 
adalah kabupatcn yang mempunyat sistcm 
pcmba.ngunan bcrbasis hak anak melalui 
pengintegraaian komitmcn dan sumbcrdaya 
pcmerintah, masyarakat dan dunia usaha yang 
tcrencana sccara menyeluruh dan bcrkclanjutan dalam 
kcbijakan, program dan kegiatan untuk menjamin 
tcrpenuhinya hak anak. 

9. Gugus Togas KUi. adalah lembaga koordinatif di 
tingkat kabupatcn yang mcngoordinasikan upaya 
kebijakan, program, dan kegiatan untuk mcwujudkan 
Kl.A. 

10. Rcncana Aksi Dacrah yang aelanjutnya disingkat RAD 
adalah dokumcn rencana yang mcmuat 
program/kcgiatan secara tcrintcgrasi dan tcrukur yang 
dilakukan olch Perangkat Daerah dalam jangka waktu 
tcrtcntu sebagai instrumen dalam mewujudkan 
Ka.bupatcn Layak Anak 

11. Rencana Ak1111 Daerah Pengembangan Kl.A yang 
sclanjutnya disingkat RAf>-KLA adalah dokumcn yang 
mcmuat kcbijakan, program, dan kcgiatan untuk I mewujudkan KL.A. 



12. Indikator Kabupaten La.yak Anak adalah variabel yang 
membantu dalam mengukur dan memberikan nilai 
terhadap pcmerintah daerah dalam mengupayakan 
terpenuhi hak anak terwujudnya kabupaten layak 
anal<. 

2. Ketentuan ayat (3) pasal 4 diubah aehingga Paaa.J 4 
berbunyi aebagai berikut: 

Pasa1 4 

(1) Pcnyusunan RAD-KL,\ mempertimbangkan Rencana 
pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana 
Pcmbangunan Jangka Panjang Daerah . Rencana 
Pcmbangunan Jangka Menengah Daerah , Rencana 
Kerja Pemenntah Daerah, Rencana Strategrs Perangkat 
daerah. 

(2f Sasaran kegiatan RAD-KLA sebagaimana dimaksud 
pada ayat {I), merupakan upaya pcnguatan 
ke!embagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam S 
(lime.) klaster, meliputi: 
a. hak sipil dan kebebasan; 
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif; 
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; 
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan 

budaya; dan 
e. perlindungan khusus. 

(3) RAD-Kl.A seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan sebagai acuan Gugus Togas KLA dalam 
memantau dan mengevaluasi program kegiatan 
Pengembangan KU dalam kurun waktu 2 (dua) tahun 
terhituns mul.ai tahun 2023 sampai dengan tahun 
2024 

(4) RAD-Kl.A sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
tersebut dalam Lampiran yang merupa.kan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . 

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga Pual S 
berbunyi sebagai berikut : 

Pa,aJ 5 

( 11 De.lam rangka efekufitaa mempercepat pelakaa.naan 
kebijakan pengembangan Kl.A, dsbentuk Gugus Togas 
Kl.A. 

(2) Gugus Togas Kl.A sebagaimana drmakaud pada ayat 
(I), diketuai oleh Sekretaris Daerah untuk 
menjalankan koordinasi dalam perencanaan ' 
pengembangan Kl.A. 



{31 Gugus Togas Kl.A sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mempunyai tugas: 
a. Mengkoordinasikan dan menyinkronkan 

penyusunan RAD KL.A; 
b. Mengoordinasikan mobilisas.i sumber daya, dana 

dan sarana dalarn rangka penyelenggaraan Kt.A; 
c. Mengkoordinasikan dan melakaanakan advokasi , 

fasilitas1, 80$lllisasi 
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan KLA; dan 
e. Menyusun laporan penyelenggaraan Kl.A kepada 

Bupatl sccara berkala. 
(4) Gugus Tugas Kl.A sebaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
4. Mengubah La.mpiran Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 

Tahun 2022 tentang Rencana aksi Daerah Pengembangan 
Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pinrang Tahun 2022 - 
2024, :,ebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal II 

Pe-raturan Bupat:i ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupa.ti ini dengan Penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 

pada tanggal 7f r""'""' BUPATI PINRAN� 

l�MID 

1.t>l3 

Diundan,glcaj 
pada tangga 
SEKRETARI 

A. CAW ERRANG 

BERITA AERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR ,;--'3 

' 
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